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KEPALA DESA BARAKAT MUFAKAT
KABUPATEN TANAH BUMBU

PERATURAN DESA BARAKAT MUFAKAT
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA
MAJU MUFAKAT BARAKAT MUFAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BARAKAT MUFAKAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang
ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Barakat
Mufakat perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa Maju
Mufakat Barakat Mufakat;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Badan Hukum Milik Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b
perlu ditetapkan Peraturan Desa Barakat Mufakat
tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Maju
Mufakat Barakat Mufakat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
pembentukan Kabupaten (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 22), Tambahan
Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di
Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4256);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6623);

S. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun
2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 89);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor

16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita
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Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 296);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan
Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan
Pengadaan Barang dan/atau jasa Badan Usaha Milik
Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

8. Peraturan Desa Barakat Mufakat Nomor 1 Tahun 2023
Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul
dan Kewenangan lokal berskala desa (Berita Desa
Barakat Mufakat Tahun 2023 Nomor 1).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BARAKAT MUFAKAT
dan
KEPALA DESA BARAKAT MUFAKAT
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN
USAHA MILIK DESA MAJU MUFAKAT BARAKAT
MUFAKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Barakat Mufakat yang berkedudukan di kecamatan
Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan

2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Barakat Mufakat

3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Barakat Mufakat

4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa
Barakat Mufakat

5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM
Desa Barakat Mufakat.

6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah
badan hukum yang didirikan oleh Desa Barakat Mufakat guna mengelola
usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas,
menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Barakat Mufakat

7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan /atau pelayanan
umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.

8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang
melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum
berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.

9. Anggaran Dasar BUM Desa adalah ketentuan pokok tata laksana}
organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Desa dan/atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang
pendirian BUM Desa.
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BAB II
PENDIRIAN BUM DESA DAN
PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA

Bagian Kesatu
Pendirian BUM Desa

Pasal 2
Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan
investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan /atau
menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan
masyarakat Desa, Desa Barakat Mufakat mendirikan BUM Desa Maju Mufakat
Barakat Mufakat Desa Barakat Mufakat.

Bagian Kedua
Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3
Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Maju Mufakat Barakat Mufakat
sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4
(1) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Desa Maju Mufakat Barakat
Mufakat yang disahkan oleh Kemenkumham disesuaikan dengan
ketentuan Peraturan Desa ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun
sejak Peraturan Desa ini berlaku.
(2) Susunan kepengurusan BUM Desa Maju Mufakat Barakat Mufakat
disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

Ditetapkan di : Desa Barakat Mufakat
Pada tanggal : 10 Januari 2025

mm———
7SN TAN N

/BARAKAT MUFAKAT,
AN

: 10 Januari 2025
S DESA BARAKAT MUFAKAT,

Lembaran Desa Barakat Mufakat Tahun 2024 Nomor 1

Nomor Register Peraturan Desa Barakat Mufakat
Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu : (1/2/2025)
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LAMPIRAN PERATURAN DESA BARAKAT MUFAKAT
NOMOR : 1 Tahun 2025

TANGGAL : 10 Januari 2025

ANGGARAN DASAR
BUM DESA MAJU MUFAKAT BARAKAT MUFAKAT

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak,
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-
undang ini menegaskan kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum. Dengan
penguatan status ini, peran BUM Desa semakin penting sebagai konsolidator
produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator
usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM
Desa dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa di samping tetap
memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa
perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
Berdasarkan amanat tersebut, BUM Desa juga dilandasi oleh semangat
kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut
adalah Musyawarah Desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan
BUM Desa. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap
menjadi tujuan utama BUM Desa bukan hanya kesejahteraan masing-masing
individu.

BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1
(I) BUM Desa ini bernama BUM Desa Maju Mufakat Barakat Mufakat
selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BUM Desa.
(2) BUM Desa Maju Mufakat Barakat Mufakat berkedudukan di Desa Barakat
Mufakat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 2
Maksud dan tujuan pendirian BUM Desa adalah:
Perdagangan;
Pertambangan
Wisata;
Pelayanan Jasa;
Perkebunan;
Pertanian;
Peternakan;
Perikanan;
Jasa Boga;
Pengelolaan lingkungan hidup;
Angkutan Barang Umum dan Khusus;
Pengadaan air bersih; dan
m. Penyedian Jasa Telekomunikasik.

RS FREO A0 op
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BAB III
JENIS USAHA

Pasal 3
(1) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BUM Desa dapat:
a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan yang meliputi :

1. 46100 PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE)

ATAU KONTRAK
Kelompok ini mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara
(makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang

memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas
nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang
dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan
tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan
pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan,
termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan
seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan
barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri
kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil,
pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan
bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan
industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan
perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan agen
komisi zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion. Termasuk
penyelenggara pasar lelang komoditas. Tidak termasuk kegiatan
perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam
golongan 451 s.d. 454.

2. 46202 PERDAGANGAN BESAR BUAH YANG MENGANDUNG MINYAK
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian
tanaman buah yang mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa
sawit.Termasuk perdagangan besar bibit buah yang mengandung
minyak

3. 4631 PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN
HASIL PERTANIAN
Subgolongan ini mencakup :

- Perdagangan besar beras

- Perdagangan besar buah dan sayuran

- Perdagangan besar minyak dan lemak yang dapat dimakan
bersumber dari nabati
Perdagangan besar kopi, teh, kakao dan rempah

4. 463 13 PERDAGANGAN BESAR SAYURAN
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar sayur-sayuran
untuk digunakan sebagai konsumsi akhir, seperti bayam, kangkung,
kol dan sayuran lainnya

5. 46319 PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN
HASIL PERTANIAN LAINNYA
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan makanan dan
minuman hasil pertanian lainnya, seperti tanaman bumbu-bumbuan
dan rempah-rempah

6. 46652 PERDAGANGAN BESAR PUPUK DAN PRODUK AGROKIMIA
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pupuk dan produk
agrokimia atau kimia pertanian

7. 46638 PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL
BANGUNAN

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar macam-macam
material bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat dan lain-lain.
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8. 47111 PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG
UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI
MINIMARKET/SUPERMARKET/HYPERMARKET
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis
barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan/makanan,
minuman atau tembakau dengan harga yang sudah ditentukan serta
pembeli mengambil dan membayar sendiri kepada kasir (self
service/swalayan). Disamping itu juga dapat menjual beberapa barang
bukan makanan seperti perabot rumah tangga, mainan anak-anak,
dan pakaian. Misalnya minimarket atau supermarket atau
hypermarket.

9. 47211 PERDAGANGAN ECERAN PADI DAN PALAWIJA
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus padi dan
palawija, di dalam bangunan seperti gabah, jagung, ubi jalar, ubi kayu,
talas, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hitam dan kacang polong.

10.47212 PERDAGANGAN ECERAN BUAH-BUAHAN
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus buah-
buahan di dalam bangunan, seperti apel, anggur, alpokat, belimbing,
duku, durian,jambu, jeruk, mangga, manggis, nanas, pisang, pepaya,
rambutan, sawo, salak dan semangka.

11.47213 PERDAGANGAN ECERAN SAYURAN
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus sayuran di
dalam bangunan, seperti bawang merah, bawang putih, kentang,
wortel, terong, buncis, mentimun, labu siam, kacang panjang dan
kacang merah.

12.47214 PERDAGANGAN ECERAN HASIL PETERNAKAN
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus hasil
peternakan di dalam bangunan, seperti susu dan telur, termasuk pula
daging ternak dan unggas.

13.47215 PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERIKANAN
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus hasil
perikanan di dalam bangunan, seperti udang segar, ikan segar, cumi-
cumi segar, nener (benih bandeng), benur (benih udang), benih ikan,
dan rumput laut.

14.47216 PERDAGANGAN ECERAN HASIL KEHUTANAN DAN
PERBURUAN
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus komoditi
hasil hutan dan perburuan, seperti kijang, buah kenari, dan bambu
muda (rebung).

15.47219 PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERTANIAN LAINNYA
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus komoditi
hasil pertanian yang belum tercakup dalam kelompok 47211 s.d.
47216 di dalam bangunan seperti lada, pala, kunyit, kencur,
temulawak, lengkuas dan madu

16.47230 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ROKOK DAN TEMBAKAU
DI TOKO
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus rokok dan
atau tembakau di dalam bangunan seperti rokok kretek, rokok putih,
rokok cerutu, rokok kelembak, tembakau krosok, tembakau susur dan
tembakau pipa/papier.

17.47241 PERDAGANGAN ECERAN BERAS

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai
jenis beras di dalam bangunan, seperti beras cianjur, beras cisadane,

beras saigon dan beras ketan
18.47245 PERDAGANGAN ECERAN DAGING DAN IKAN OLAHAN

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai
jenis produk daging olahan dan ikan, udang, kerang yang diasinkan
atau dikeringkan di dalam bangunan, seperti sosis, bakso, abon, ikan
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teri, cucut, selar, kerapu, udang, rebon, petek, gabus, sepat, cumi-
cumi, kepah, remis, dan kerang.

19.47521 PERDAGANGAN ECERAN BARANG LOGAM UNTUK BAHAN
KONSTRUKSI
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang
logam untuk bahan konstruksi seperti baja tulangan, baja profil, pelat
baja, dan baja lembaran, pipa besi/baja, kawat tali, kawat nyamuk,
paku, mur/baut,engsel, gerendel, kunci, anak kunci, tangki air,
menara air, rolling door,awning dan seng lembaran.

20.47524 PERDAGANGAN ECERAN SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus semen,
kapur,pasir dan batu untuk bahan konstruksi, seperti semen portland
putih,semen portland abu-abu, semen posolan kapur, semen portland
posolan,kapur tohor, kapur tembok, pasir, kerikil, koral, batu, batu
pecahan, batulempengan, batu pualam dan kubus mosaik.

21.47526 PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus bahan
konstruksi dari kayu, seperti papan, galar, papan reng, papan lis, tiang
telepon, tiang listrik, balok bantalan, kusen pintu/jendela, daun
pintu/jendela, ubin kayu, atap kayu (sirap), kayu lapis tripleks, kayu
lapis interior, teak wood, particle board, chip board, kayu pelapis dan
kayu lapisuntuk cetak beton.

22.47529 PERDAGANGAN ECERAN BAHAN DAN BARANG KONSTRUKSI
LAINNYA
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus bahan
danbarang konstruksi lainnya yang belum tercakup dalam kelompok
47521 s.d.47528, seperti pipa dan selang dari plastik, formika, plastik
lembaranbergelombang, asbes semen rata, asbes semen berlapis dan
pipa saluranasbes semen. Termasuk perdagangan eceran pemotong
rumput dan alat mandi uap.

23.47772 PERDAGANGAN ECERAN GAS ELPIJI
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus gas elpiji.

24.56102 RUMAH/WARUNG MAKAN
Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa penyediaan makanan dan
minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya yang bertempat di
sebagian atau seluruh bangunan tetap (tidak berpindah-pindah), yang
menyajikan makanan dan minuman di tempat usahanya.

b. Menjalankan usaha dalam bidang pertambangan yang meliputi:

1. 08103 PENGGALIAN KERIKIL/SIRTU
Kelompok ini mencakup usaha penggalian, pembersihan dan
pemisahan kerikil. Hasil dari penggalian kerikil antara lain batu pasir,
bongkah keras dan pasir kerikil.

2. 08104 PENGGALIAN PASIR
Kelompok ini mencakup usaha penggalian, pembersihan dan
pemisahan pasir.Hasil dari penggalian pasir berupa pasir beton, pasir
pasang (sedikit mengandung tanah), pasir uruk (banyak mengandung
tanah) dan lainnya.

3. 08105 PENGGALIAN TANAH DAN TANAH LIAT
Kelompok ini mencakup usaha penggalian tanah dan tanah liat.
Kegiatan pembentukan, penghancuran dan penggilingan tanah dan
tanah liat dimasukkan dalam kelompok ini. Hasil dari penggalian tanah
dan tanah liat/lempung antara lain kaolin (china clay), ball clay (firing
clay), abu bumi,serpih dan tanah urug.

4. 08109 PENGGALIAN BATU, PASIR DAN TANAH LIAT LAINNYA
Kelompok ini mencakup usaha penggalian batu, pasir dan tanah liat
lainnya, yang tidak terklasifikasikan di kelompok 08101 - 08108.
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Kegiatan penggalian yang masuk dalam kelompok ini seperti penggalian
diorit, basalt, breksi, dan lainnya. Termasuk disini kegiatan
pemecahan, penghancuran, pemisahan, penyaringan, dan
penghalusannya.

09900 AKTIVITAS PENUNJANG PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN
LAINNYA

Kelompok ini mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa atau
kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan golongan
pokok 05, 07, dan 08, seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara
tradisional seperti mengambil contoh bijih dan membuat observasi
geologi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil tambang dan jasa
percobaan penggalian dan pengeboran ladang atau sumur tambang.

c. Menjalankan usaha dalam bidang wisata yang meliputi:
1. 93233 KOLAM PEMANCINGAN

Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat
danfasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat
dilengkapidengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

. 93239 DAYA TARIK WISATA BUATAN/BINAAN MANUSIA LAINNYA

Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan
kegiatan daya tarik wisata buatan/binaan manusia yang belum
dicakup pada kelompok 93231 s.d. 93233. Termasuk wisata outbond.
93229 DAYA TARIK WISATA ALAM LAINNYA

Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan
kegiatan daya tarik wisata alam yang belum dicakup pada kelompok
93221s.d. 93224.

d. Menjalankan usaha dalam bidang Pelayanan Jasa yang meliputi:

1.

42202 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PENGOLAHAN AIR BERSIH
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan,
dan/ataupembangunan kembali bangunan penyadap dan penyalur air
baku,bangunan pengolahan air baku, bangunan pengolahan air
minum,bangunan menara air minum, reservoir air minum, jaringan
pipa/penyalur distribusi air bersih, tangki air minum dan bangunan
pelengkap air minumlainnya.

42207 PEMBUATAN/PENGEBORAN SUMUR AIR TANAH

Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pembuatan/pengeboran
untukmendapatkan air tanah, baik skala kecil, skala sedang, maupun
skala besardan tekanan tinggi sebagai bagian dari pekerjaan yang
tercakup dalamkonstruksi gedung. Termasuk pekerjaan pengeboran
atau penggalian sumur air, pemasangan pompa dan pipanya

43904 PEMASANGAN KERANGKA BAJA

Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan kerangka baja
sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung.
66411 PENYEDIA JASA PEMBAYARAN (PJP)

Kelompok ini mencakup kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan
jasa pembayaran kepada pengguna akhir (end user) jasa layanan
Sistem Pembayaran (SP) pada sisi front end, yang mencakup aktivitas
antara lain: menampilkan informasi sumber dana; menginisiasi
transaksi/acquiring (dompet elektronik, acquirer dan payment
gateway); menerbitkan instrumen/akun pembayaran; layanan
remitansi/transfer dana.

64911 PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONVENSIONAL

Kelompok ini mencakup usaha perusahaan pembiayaan yang
diselenggarakan secara konvensional, dengan kegiatan usaha meliputi
pembiayaan barang dan/atau jasa, yaitu: pembiayaan investasi;
pembiayaan modal kerja; pembiayaan multiguna; dan/atau kegiatan
usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa
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Keuangan. Selain kegiatan usaha tersebut, perusahaan pembiayaan
konvensional dalam kelompok ini dapat melakukan sewa operasi
(operating lease) dan/atau kategori kegiatan berbasis imbal jasa
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di sektor jasa keuangan.

€. Menjalankan usaha dalam bidang Perkebunan yang meliputi:

1. 01262 PERKEBUNAN BUAH KELAPA SAWIT
Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan
pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan
dan pemanenan buah kelapa sawit. Termasuk kegiatan pembibitan dan
pembenihan tanaman buah kelapa sawit.

2. 01285 PERTANIAN TANAMAN OBAT ATAU BIOFARMAKA RIMPANG
Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan
pengolahanlahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan,
dan pemanenan tanaman obat atau biofarmaka rimpang (termasuk
pula tanaman bahan insektisida dan fungisida dan yang sejenis),
seperti jahe, kunyit, temulawak, temugiring, temuireng, temukunci,
kencur, lengkuas, lempuyang, dlingo dan sejenisnya. Termasuk
kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman obat atau biofarmaka
rimpang.

3. 01291 PERKEBUNAN KARET DAN TANAMAN PENGHASIL GETAH
LAINNYA
Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan
pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan
dan pemanenan tanaman karet dan tanaman penghasil getah lainnya,
seperti getah perca dan kemenyan. Termasuk pengolahan hasil
tanaman karet yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perkebunan.
Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman karet dan
tanaman penghasil getah lainnya.

f. Menjalankan usaha dalam bidang Pertanian yang meliputi :

1. 01111 PERTANIAN JAGUNG
Kelompok ini mencakup usaha pertanian komoditas jagung mulai dari
kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga
pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan
tanaman jagung. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan
tanaman jagung.

2. 01121 PERTANIAN PADI HIBRIDA
Kelompok ini mencakup usaha pertanian padi hibrida mulai dari
kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan,
dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan
kegiatan sampai dengan dihasilkan komoditas gabah kering panen
(GKP). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman padi
hibrida. Padi hibrida adalah keturunan pertama (F1) yang dihasilkan
dari persilangan antara dua galur atau lebih tetua pembentuknya
dan/atau galur/inbrida homozigot. Contohnya: Bernas Super, Bernas
Prima, Sembada B3, SL 11 SHS. Turunan dari padi hibrida tidak
termasuk sebagai padi hibrida.

3. 01122 PERTANIAN PADI INBRIDA
Kelompok ini mencakup usaha pertanian inbrida (bukan hibrida) mulai
dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman,
pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu
kesatuan kegiatan sampai dengan dihasilkan komoditas gabah kering
panen (GKP). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman
padi in hibrida. Padi in hibrida adalah padi yang produksi benihnya
dilakukan melalui penyerbukan sendiri atau terjadi secara alami.
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Terdiri dari Padi varietas Unggul Non Hibrida seperti Memberamo,
Menkongga, Ciherang, IR-6, Inpari, Inpara, Inpago dan Padi Varietas
Lokas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh
petani.

4. 01131 PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN DAUN
Kelompok ini mencakup usaha pertanian hortikultura dan sayuran
daun mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman,
pemeliharaan, dan juga pemanenan, dan pasca panen jika menjadi
satu kesatuan kegiatan tanaman hortikultura sayuran yang dipanen
sekali, seperti petsai/sawi, asparagus, kubis/kol, kembang kol dan
brokoli, selada dan seledri/chicory, daun bawang, bayam, kangkung,
tumbuhan yang bunganya dimakansebagai sayur dan sayuran daun
dan batang lainnya. Bayam dan kangkung yang dipanen dengan
akarnya juga dimasukkan dalam kelompok ini. Termasuk kegiatan
pembibitan dan pembenihan tanaman hortikultura sayuran daun.

S. 01132 PERTANIAN HORTIKULTURA BUAH
Kelompok ini mencakup usaha pertanian hortikultura buah mulai dari
kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan
dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman
hortikultura buah, seperti semangka, belewah, melon, timun suri dan
sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman
hortikultura buah.

6. 01135 PERTANIAN ANEKA UMBI PALAWIJA
Kelompok ini mencakup usaha pertanian aneka umbi palawija mulai
dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga
pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan
tanaman aneka umbi palawija, seperti ubi kayu, ubi jalar, talas,
ganyong dan irut, gembili dan tanaman palawija, iles-iles, porang dan
umbi-umbian palawija lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan
pembenihan tanaman aneka umbi palawija.

7. 01136 PERTANIAN JAMUR
Kelompok ini mencakup usaha pertanian jamur mulai dari kegiatan
pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, juga pemanenan dan
pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman jamur dan
truffle, seperti jamur merang, jamur tiram, jamur shitake, jamur
kuping dan sejenisnya. Termasuk Kkegiatan pembibitan dan
pembenihan tanaman jamur.

8. 01139 PERTANIAN SAYURAN, BUAH DAN ANEKA UMBI LAINNYA
Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan
pengolahanlahan, penanaman, pemeliharaan, juga pemanenan dan
pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman sayuran,
buah dan aneka umbi lainnya yang dipanen lebih dari sekali; dan
pertanian sayuran lainnyaTermasuk kegiatan pembibitan dan
pembenihan tanaman sayuran lainnya, kecuali bibit tanaman.

9. 01220 PERTANIAN BUAH-BUAHAN TROPIS DAN SUBTROPIS
Kelompok ini mencakup wusaha pertanian mulai dari kegiatan
penyiapan/pelaksanaan, penanaman, pembibitan, pemeliharaan,
pemanenan dan pasca panen buah-buahan tropis dan subtropis,
seperti rambutan, alpukat, durian, duku, pisang dan pisang raja,
kurma, buah ara, pepaya, jambu biji, jambu air, lengkeng, nangka,
nenas, mangga, manggis, sawo, belimbing, salak, sirsak, buah naga
dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan
tanaman buat tropis dan subtropis.

g. Menjalankan usaha dalam bidang Peternakan yang meliputi:

1. 01411 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI POTONG
Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan
pembibitan sapi potong, untuk menghasilkan ternak bibit sapi potong,
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semen dan embrio, dan kegiatan budidaya sapi potong berupa
pengembang biakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan
penggemukan untuk menghasilkan calon sapi siap potong.

2. 01442 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KAMBING POTONG
Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan
pembibitan kambing potong untuk menghasilkan ternak bibit kambing
potong, semen dan embrio dan kegiatan budidaya kambing potong
berupa pengembang biakan untuk menghasilkan anak atau calon
indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon kambing siap
potong.

3. 01461 BUDIDAYA AYAM RAS PEDAGING
Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan
budidaya ayam ras untuk menghasilkan ayam pedaging.

4. 01462 BUDIDAYA AYAM RAS PETELUR
Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan
budidaya ayam ras untuk menghasilkan telur konsumsi dan lainnya.

S. 01465 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA ITIK DAN/ATAU BEBEK
Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan
pembibitan itik dan/atau bebek, untuk menghasilkan telur tetas,
ternak  bibit itk dan/atau bebek dan peternakan yang
menyelenggarakan budidaya itik dan/atau bebek untuk menghasilkan
itk dan/atau bebek pedaging, itik dan/atau bebek petelur, telur
konsumsi dan lainnya.

6. 01466 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA BURUNG PUYUH
Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan
pembibitan burung puyuh, untuk menghasilkan ternak bibit burung
puyuh dan atau telur tetas dan peternakan yang menyelenggarakan
budidaya burung puyuh untuk menghasilkan burung puyuh potong,
burung puyuh petelur atau telur konsumsi.

h. Menjalankan usaha dalam bidang Perikanan yang meliputi:

1. 03221 PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI KOLAM
Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemeliharaan dan
pembesaran serta pemanenan ikan bersirip, katak dan biota air tawar
lainnya seperti buaya, labi-labi, kura-kura, sidat, patin,ikan mas, nila,
gurame, lele, lobster air tawar, dan udang galah di kolam tanah/kolam
semen/kolam terpal. Termasuk pembesaran ikan tawar di bak, tong
atau drum.

2. 03223 PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI KARAMBA
Kelompok ini mencakup usaha pembesaran ikan bersirip, crustacea,
mollusca, dan pembesaran biota air tawar lainnya di karamba dengan
menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan lainnya. Contohnya
nila, patin, ikan mas.

3. 03229 BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR DI MEDIA LAINNYA
Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan budidaya biota air tawar
dimedia lainnya, seperti bekas galian tambang dan pasir, saluran
irigasi (sariban) dan lainnya. Contohnya ikan lele, patin, nila dan ikan
mas.

i. Menjalankan usaha dalam bidang Jasa Boga yang meliputi :
1. 56102 RUMAH/WARUNG MAKAN
Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa penyediaan makanan dan
minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya yang bertempat
disebagian atau seluruh bangunan tetap (tidak berpindah-pindah),
yang menyajikan makanan dan minuman di tempat usahanya.
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2. 56210 JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT
CATERING)
Kelompok ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa makanan
atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, lokasi ditentukan oleh
elanggan untuk suatu event tertentu. Kelompok ini mencakup usaha
jasa makanan jadi (siap dikonsumsi) yang terselenggara melalui
pesananpesanan kantor, perayaan, pesta, seminar, rapat, dan
sejenisnya. Biasanya makanan saji diantar ke tempat kerja, pesta,
seminar, rapat, dansejenisnya berikut pramusaji yang akan melayani
tamu-tamu/peserta seminar atau rapat pada saat pesta,
seminar/kegiatan acara berlangsung.

3. 56290 PENYEDIAAN JASA BOGA PERIODE TERTENTU
Kelompok ini mencakup Kkegiatan yang menyediakan jasa
boga/katering yaitu jasa penyediaan makanan atas dasar kontrak
perjanjian dengan pelanggan, untuk periode waktu tertentu.
Kegiatannya mencakup kontraktor jasa penyedia makanan (misalnya
untuk perusahaan transportasi), jasa katering berdasarkan perjanjian
di fasilitas olahraga dan fasilitas sejenis, seperti kantin atau kafetaria
(misalnya untuk pabrik, perkantoran, rumahsakit, atau sekolah) atas
dasar konsesi atau jasa katering yang melayani rumah tangga.
Termasuk dalam kelompok ini jasa katering Industri yang melayani
jangka panjang tempat pengeboran minyak dan lokasi tambang, rumah
sakit, jasa angkutan.

4. 56303 RUMAH MINUM/KAFE
Kelompok ini mencakup jenis usaha penyediaan utamanya minuman
baik panas maupun dingin dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat
di sebagian atau seluruh bangunan permanen, baik dilengkapi dengan
peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan
maupun tidak dan baik telah mendapatkan surat keputusan sebagai
rumah minum dari instansi yang membinanya maupun belum.

j. Menjalankan usaha di bidang pengelolaan lingkungan hidup

1. 38110 PENGUMPULAN LIMBAH DAN SAMPAH TIDAK BERBAHAYA
Kelompok ini mencakup pengumpulan sampah padat yang tidak
berbahaya dalam suatu daerah, misalnya pengumpulan sampah rumah
tangga dan usaha dengan menggunakan tempat sampah, tempat
sampah beroda,kontainer sampah dan lain-lain yang meliputi
campuran bahan-bahan yang dapat dipulihkan, pengumpulan bahan-
bahan yang dapat didaur ulang,

2. 3812 PENGUMPULAN LIMBAH BERBAHAYA

Subgolongan ini mencakup pengumpulan limbah padat maupun tidak
padat yang berbahaya serta sampah spesifik, misalnya bahan yang
mudah meledak, bahan yang mudah teroksidasi, bahan yang mudah
terbakar, bahan beracun, iritan, karsinogenik, korosif, bahan yang
dapat menyebabkan infeksi dan substansi dan preparat lainnya yang
berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Kegiatan ini juga
memerlukan identifikasi, penanganan, pengemasan dan pelabelan
sampah.

Subgolongan ini mencakup :

Pengumpulan limbah berbahaya, sampah spesifik, seperti minyak
bekas pakai dari kapal atau bengkel, sampah biologis yang berbahaya
(biohazardous), aki dan baterai bekas pakai.

Subgolongan ini tidak mencakup :

Remediasi (perbaikan) dan pembersihan dari bangunan yang
terkontaminasi, tempat pertambangan, tanah, air tanah, misalnya
pembersihan asbes, lihat 3900.
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k. Menjalankan usaha di bidang Angkutan Barang Umum dan Khusus

1. 49431 ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM
Kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan
kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis
barang, seperti angkutan dengan truk, pick up, bak terbuka dan bak
tertutup (box).

2. 49432 ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG KHUSUS
Kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan
kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus mengangkut
satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar minyak, minyak
bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, angkutan barang berbahaya,
limbah bahan berbahaya dan beracun, angkutan barang alat-alat
berat, angkutan peti kemas, angkutan tumbuhan hidup, angkutan
hewan hidup dan pengangkutan kendaraan bermotor.

3. 79119 AKTIVITAS AGEN PERJALANAN LAINNYA
Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya tidak termasuk dalam
kelompok 79111 dan 79112, melakukan pemesanan dan penjualan
tiket angkutan udara, laut dan darat, baik untuk tujuan dalam negeri
maupun luar negeri.

1. Menjalankan usaha di bidang pengadaan air bersih

36001 PENAMPUNGAN, PENJERNIHAN DAN PENYALURAN AIR
MINUM

Kelompok ini mencakup usaha pengambilan air secara langsung dari
mata air dan air tanah serta penjernihan air permukaan dari sumber
air (sungai, danau, sumur dan sebagainya) dan penyaluran air minum
secara langsung dari terminal air melalui saluran pipa, mobil tangki
(asal mobil tangki tersebut masih dalam satu pengelolaan administratif
dari perusahaan air minum tersebut) untuk dijual kepada konsumen
atau pelanggan, seperti rumah tangga, instansi/lembaga/badan
pemerintah, badan-badan sosial, badan usaha milik negara,
perusahaan/usaha swasta antara lain hotel, industri pengolahan dan
pertokoan.

m. Menjalankan usaha di bidang penyediaan Jasa Telekomunikasi (Internet)

1. 61921 INTERNET SERVICE PROVIDER
Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan yang ditawarkan suatu
perusahaan kepada pelanggannya untuk mengakses internet, atau bisa
disebut sebagai pintu gerbang ke internet.

2. 61924 JASA INTERKONEKSI INTERNET (NAP)
Kelompok ini mencakup kegiatan menyelenggarakan akses dan atau
ruting bagi penyelenggara  jasa akses internet. Dalam
menyelenggarakan akses bagi penyelenggara jasa akses internet,
penyelenggara jasa interkoneksi internet dapat menyediakan jaringan
untuk transmisi internet. Penyelenggara jasa interkoneksi internet
wajib saling terhubung melalui interkoneksi. Penyelenggara jasa

interkoneksi melakukan pengaturan trafik penyelenggaraan jasa akses
internet.
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BAB IV
ORGANISASI BUM DESA

Bagian Kesatu
Musyawarah Desa

Pasal 4
(1) Musyawarah Desa diadakan di tempat kedudukan BUM Desa.
(2) Musyawarah Desa dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana
operasional, penasihat, dan/atau pengawas.
(3) Musyawarah Desa dilaksanakan dan dipimpin BPD, serta difasilitasi oleh
Pemerintah Desa.

Pasal 5
Musyawarah Desa terdiri atas:
(1) Musyawarah Desa tahunan; dan
(2) Musyawarah Desa khusus.

Pasal 6
(1) Dalam Musyawarah Desa tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5
huruf a:
a. Pelaksana operasional menyampaikan:
1. laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat
untuk mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
2. rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah
Desa menjadi rencana program kerja.
b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUM Desa
mempunyai saldo laba yang positif.

(2) Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program Kkerja oleh
Musyawarah Desa tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengurusan
dan pengawas atas pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatan
yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan.

(3) Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta BPD untuk
melaksanakan Musyawarah Desa tahunan paling lambat 7 (tujuh) hari
kalender.

Pasal 7

(1) Musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b
dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya
keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah Desa.

(2) Musyawarah Desa khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau
pengawas kepada penasihat.

(3) Penasihat meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa khusus
paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 8
(1) Musyawarah Desa dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
a. Kepala Desa;
b. BPD; dan
c. unsur masyarakat yang terdiri atas:
1. penyerta modal;
2. perwakilan dusun atau rukun warga atau rukun tetangga; dan
3. perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUM
Desa/Unit Usaha BUM Desa.
(2) Keputusan Musyawarah Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk
mencapai mufakat.
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Pasal 9

Musyawarah Desa berwenang:

(1) menetapkan pendirian BUM Desa;

(2) menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa dan perubahannya;

(3) membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban,
serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatan,;

(4) mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM
Desa;

(5) mengangkat pengawas;

(6) mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa;

(7) memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUM Desa;

(8) memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang
diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan
penasihat;

(9) memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu
sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;

(10) memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah
investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain
sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;

(11) menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa;

(12) menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa;

(13) memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa untuk melaksanakan
kegiatan tertentu;

(14) memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa;

(15) menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa
dan/atau Unit Usaha BUM Desa yang diserahkan kepada Desa;

(16) menerima laporan tahunan BUM Desa dan menyatakan pembebasan
tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;

(17) membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa dengan aset
BUM Desa;

(18) membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus
dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas
dalam hal terjadi kerugian BUM Desa yang diakibatkan oleh unsur
kesengajaan atau kelalaian;

(19) memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam
hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak
menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;

(20) memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa karena
keadaan tertentu;

(21) menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan
pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM
Desa;

(22) meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan

(23) memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk
melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan
dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa.

Bagian Kedua
Penasihat

Pasal 10
(1) Penasihat dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa.

(2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Akhmad
Jainuddin.
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Pasal 11

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berwenang:

(1) bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati
Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;

(2) bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang
diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah
Desa;

(3) menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai
keputusan Musyawarah Desa;

(4) dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana
operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa;

(5) bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan
menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam
rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa
untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;

(6) melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa
oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum
diajukan kepada Musyawarah Desa dalam laporan tahunan;

(7) menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa
berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;

(8) bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM
Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar
BUM Desa; dan

(9) bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM
Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu

dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM
Desa.

Pasal 12

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 bertugas:

(1) memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam
melaksanakan pengelolaan BUM Desa;

(2) menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana
program kerja BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;

(3) menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa
sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

(4) bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan
pengelolaan usaha BUM Desa;

(5) bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan
pengelolaan usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;

(6) memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM
Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau
keputusan Musyawarah Desa;

(7) memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting
bagi pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa; dan

(8) meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan
pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa.

Pasal 13
Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berhak:
(1) memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi
kepenasihatan; dan
(2) Memperoleh penghasilan sebesar minimal Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)

dari pendapatan kotor BUM Desa setiap bulan berjalan dan tunjangan
kinerja 4 % maksimal diberikan apabila laba BUMDesa melebih target.
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(3) Penghasilan penasehat sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak berlaku
bilamana kondisi keuangan Bumdesa dalam keadaan defisit.

Bagian Ketiga
Pelaksana Operasional

Pasal 14
(1) BUM Desa diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya
disebut direktur yang diangkat oleh Musyawarah Desa.
(2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh H. Mursidi, SE.

Pasal 15
(1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diangkat dari orang
perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur
masyarakat dalam Musyawarah Desa.
(2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
syarat meliputi:
a. warga Desa Barakat Mufakat;
b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat
menghambat tugas sebagai Direktur);
c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk
melaksanakan tugas sebagai direktur;

d. berpendidikan minimal SMA sederajat;

e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;

f. tidak pernah dinyatakan pailit;

g. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha
dinyatakan pailit;

h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

i. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di
bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum,;

j. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan

k. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan

perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur
BUM Desa.

(3) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).

(4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai Direktur.

Pasal 16

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena

alasan:

(1) tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;

(2) melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau
peraturan perundang-undangan;

(3) terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;

(4) melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang
seharusnya dihormati sebagai direktur BUM Desa;

(5) dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum yang tetap; dan

(6) mengundurkan diri.
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Pasal 17

Direktur berwenang:

(1) bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran
Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya,;

(2) mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa yang sesuai
dengan garis kebijakan BUM Desa yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Desa;

(3) mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa secara internal organisasi
maupun dengan pihak lain;

(4) mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa termasuk
penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa;

(5) mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa selain sekretaris dan
bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai
ketenagakerjaan;

(6) melakukan pinjaman BUM Desa setelah mendapat persetujuan
Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar
BUM Desa;

(7) melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha
BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat
sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;

(8) melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa sesuai yang
ditetapkan oleh Musyawarah Desa;

(9) melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa sesuai yang
ditetapkan oleh Musyawarah Desa;

(10) melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Desa;

(11) bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk
penyelesai; dan

(12) mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau
perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa mengenai
segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur
dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM
Desa di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 18

Direktur bertugas:

(1) menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa
untuk kepentingan BUM Desa dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM
Desa serta mewakili BUM Desa di dalam dan/atau di luar pengadilan
mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana
diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa, keputusan Musyawarah Desa
dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa;

(3) menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa
untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;

(4) menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa
untuk diajukan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh penasihat
dan pengawas;

(5) atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa
kepada penasihat;

(6) menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada Musyawarah Desa;
dan

(7) bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan
analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka
perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk
diajukan kepada Musyawarah Desa.
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Pasal 19

Direktur berhak:

(1) mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan
dalam segala kejadian;

(2) mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;

(4) Memperoleh penghasilan sebesar minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
dari pendapatan kotor bulan berjalan dan tunjangan kinerja 4 % maksimal
diberikan apabila laba BUMDesa melebih target

(3) Penghasilan direktur sebagaimana dimaksud pada huruf c, tidak berlaku
bilamana kondisi keuangan Bumdesa dalam keadaan defisit.

Bagian Keempat
Pengawas

Pasal 20
(1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala
Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.
(2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Andi Muliawati.
(3) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
syarat meliputi:
a. warga Desa Barakat Mufakat;
b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat
menghambat tugas sebagai pengawas);

c. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;

d. berpendidikan minimal SLTA sederajat;

e. tidak pernah dinyatakan pailit;

f. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha
dinyatakan pailit;

g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

h. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di

bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
i. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
(4) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).
(5) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai pengawas.

Pasal 21

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena

alasan:

(1) tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;

(2) melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau
peraturan perundang-undangan;

(3) terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;

(4) melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang
seharusnya dihormati sebagai pengawas;

(5) dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum yang tetap; dan

(6) mengundurkan diri.

Pasal 22
Pengawas berwenang:

(1) bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang
diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah
Desa;

(2) bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan
menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
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(3) bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM
Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar
BUM Desa;

(4) bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM
Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu
dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM
Desa;

(5) bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis
keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan
penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa kepada Musyawarah
Desa;

(6) atas perintah Musyawarah Desa, melaksanakan dan melaporkan audit
investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam
pengelolaan BUM Desa yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa; dan

(7) memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Desa.

Pasal 23

Pengawas bertugas:

(1) melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya
pengurusan BUM Desa oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan
terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan
Musyawarah Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa;

(3) menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada
Musyawarah Desa;

(4) melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan
Usaha BUM Desa dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada
penasihat;

(5) bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan
dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;

(6) bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan
pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional
sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa;

(7) bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan
Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa; dan

(8) memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam
Musyawarah Desa.

Pasal 24

(1) Memperoleh penghasilan sebesar minimal Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
dari pendapatan kotor BUM Desa setiap bulan berjalan dan tunjangan
kinerja 4 % maksimal diberikan apabila laba BUMDesa melebih target.

(2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan pada saat
pelaksanaan Musyawarah Desa tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal
5 huruf a.

(3) Penghasilan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku
bilamana kondisi keuangan Bumdesa dalam keadaan defisit.

BAB V
MODAL, ASET, DAN PINJAMAN
Bagian Kesatu
Modal

Pasal 25
(1) Penyertaan Modal awal BUM Desa berjumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh
Juta Rupiah)
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Bagian Kedua
Aset

Pasal 26
(1) Aset BUM Desa bersumber dari:
a. penyertaan modal;
b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
c. hasil usaha;
d. pinjaman; dan/atau
e. sumber lain yang sah.
(2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa dilaporkan secara berkala
dalam laporan keuangan.

Pasal 27
(1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal
26 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
dan/atau pihak lainnya.
(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Desa.

Bagian Ketiga
Pinjaman

Pasal 28

(1) BUM Desa dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi
prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pinjaman BUM Desa dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan
ketentuan:

a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau
pembentukan Unit Usaha BUM Desa;

b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga,
dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan
direktur;

c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun
berturut-turut;

d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan

e. aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya
oleh BUM Desa, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

Pasal 29
(1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai lebih dari
atau sama dengan Rp. 25.000.000,- dilakukan setelah mendapat persetujuan
Musyawarah Desa.
(2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai kurang dari
Rp. 25.000.000,- dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan
pengawas.

BAB VI
KERJA SAMA

Pasal 30
(1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. kerja sama usaha; dan
b. kerja sama non-usaha.

Page 18 0f22



(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling
menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa
serta para pihak yang bekerja sama.

(4) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) paling sedikit
meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia
usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan dan

lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum
Indonesia, dan BUM Desa lain.

Pasal 31

(1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a
termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan pemerintah Desa
dalam bidang pemanfaatan aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Desa.

(2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa
dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa
pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau
jaminan pinjaman atas aset Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil
manfaat tertentu.

Pasal 32

(1) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1)
BUM Desa dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa
kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan
bersama sumber daya.

(2) Kerja sama usaha BUM Desa dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama
sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah
mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau
penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 33
(1) Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan Rp.
50.000.000,- dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
(2) Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari Rp. 50.000.000,-
dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 34

(1) Bentuk kerja sama usaha:

a. Perdagangan;

b. Simpan Pinjam,;

c. Brokering; dan,

d. Pertambangan.

dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
(2) Bentuk kerja sama usaha:

a. Pelayanan Jasa;

b. Perkebunan; dan,

e. Pertanian.

dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 35
(1) Kerja sama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf
b dilakukan dalam bentuk paling sedikit:
a. transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

(2) Kerja sama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan
penasihat dan pengawas.
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BAB VII
KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN
PEMANFAATAN HASIL USAHA

Pasal 36

(1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil
kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun
buku.

(2) Hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:

a. pendapatan asli Desa 50 % (lima puluh per seratus);
b. Laba ditahan sebesar 50 % (lima puluh per seratus);

(3) Hasil Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
penggunaannya diprioritaskan untuk pemberian bantuan untuk masyarakat
miskin, bantuan sosial, dan pendidikan;

(4) Laba ditahan untuk modal bagi Usaha BUM Desa/Unit Usaha BUM Desa
yang membutuhkan pengembangan usaha.

BAB VII
PENUTUP
Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Barakat Mufakat
Pada tanggal : 10 Januari 2025

Ditetappkan di : Desa Barakat Mufakat
Pada tanggal : 10 Januari 2025
SE RIS DESA BARAKAT MUFAKAT,

LEMB DESA BARAKAT MUFAKAT TAHUN 2025 NOMOR 1
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Lampiran :

BAGAN ORGANISASI BUM DESA MAJU MUFAKAT BARAKAT MUFAKAT
DESA BARAKAT MUFAKAT

PENASEHAT
KEPALA DESA
Akhmad Jainuddin

DIREKTUR
H. Mursidi, SE
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Daftar SDM BUM Desa Maju Mufakat Desa Barakat Mufakat

NO. NAMA JABATAN
Akhmad Jainuddin Penasehat
2. Andi Muliawati Pengawas
3. H. Mursidi, SE. Direktur
4. Fitria Hazmi Sekretaris
S. Hj. Siti Fatimah Bendahara
6. Dardi Manager Unit Kontraktor
T Husni Mubarakallah Manager Unit Perkebunan
8. Milasari Manager Unit
o. Pitriansyah Manager Unit Pertanian
10. Sawali Rahman Manager Unit Pasar Desa
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